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ABSTRAK 
 
Rachmanreza Jesithra (B11108108), Preferensi Bank Atas Hak 
Tanggungan Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus 
Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1731 K/Pdt/2011), dibimbing oleh 
Anwar Borahima (selaku Pembimbing I) dan Nurfaidah Said (selaku 
Pembimbing II). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami 
kedudukan preferensi bank selaku pemegang Hak Tanggungan terhadap 
hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi serta bentuk perlindungan hukum 
yang dapat diberikan kepada Bank selaku Kreditor apabila aset jaminan 
Hak Tanggungan ikut disita oleh negara. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di kantor PT. Bank Mega, tbk di 
Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kepustakaan yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini dan pengkajian 
data-data yang berupa dokumen-dokumen putusan yang akan dianalisis, 
serta wawancara kepada pihak yang berkaitan dan data lainnya yang 
dapat dijadikan sebagai data sekunder untuk menunjang penelitian yang 
selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung dalam penulisan skripsi 
ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan yang dilakukan 
oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum yang pasti terhadap objek jaminan yang terpasang Hak 
Tanggungan dalam tindak pidana korupsi telah mengabaikan hak-hak 
kreditor pemegang Hak Tanggungan.Kepastian dan perlindungan yang 
terdapat dalam Undang-Undang Hak Tanggungan apabila berhadapan 
dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak 
dapat dilaksanakan.Hal ini disebabkan adanya konflik kepentingan antara 
kepentingan Negara dan kepentingan kreditor pemegang Hak 
Tanggungan yang menempatkan kepentingan Negara didahulukan dari 
kepentingan kreditor.Kreditor pemegang Hak Tanggungan dapat 
melakukan upaya-upaya hukum dalam memperjuangkan hak-haknya 
berupa pelunasan atas piutangnya apabila kreditor dirugikan oleh putusan 
pengadilan tersebut.Upaya-upaya hukum dapat dilakukan melalui 
pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi).Dalam kasus ini 
kreditor menempuh upaya hukum melalui pengadilan (litigasi). 
Kata kunci: Hak, Preferensi Bank, Hak Tanggungan, Korupsi, Putusan 
Mahkamah Agung 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam perjanjian utang piutang, baik dalam lembaga perbankan 
maupun non bank hampir setiap pinjaman yang disalurkan oleh pihak 
kreditor selalu meminta agunan atau jaminan dari debitor. Hal ini 
merupakan implikasi dari prinsip kehati-hatian, hal tersebut dapat 
dipahami karena jika suatu kredit dilepas tanpa agunan maka memiliki 
risiko yang sangat besar, jika debitor wanprestasi atau tidak mampu lagi 
membayar kreditnya, pihak kreditor dapat memanfaatkan jaminan untuk 
menarik kembali dana yang disalurkan dengan melakukan eksekusi 
terhadap jaminan tersebut. 
Dalam hubungan perutangan dimana ada kewajiban untuk 
pemenuhan prestasi dari debitor dan merupakan hak atas prestasi dari 
kreditor, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing 
pihak memenuhi kewajibannya. Namun dalam hubungan perutangan yang 
sudah dapat ditagih (openbaar) jika debitor tidak memenuhi prestasi 
secara sukarela, kreditor mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan 
piutangnya (hak verhaal; hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitor 
yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditor itu dilakukan 
2 
dengan cara penjualan/mencairkan benda-benda jaminan dari kreditor 
dimana hasilnya adalah untuk pemenuhan utang debitor. 1 
 Tanah merupakan barang jaminan untuk pembayaran utang yang 
paling banyak diminati oleh lembaga keuangan baik bank maupun non 
bank, karena secara ekonomis tanah mudah dijual dan harga tanah dari 
waktu ke waktu mengalami peningkatan. Hak Tanggungan merupakan 
hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan 
kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor 
lain, dalam arti bahwa apabila debitor wanprestasi, kreditor pemegang 
Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum hak atas 
tanah yang dijadikan jaminan tersebut. 
 Di Indonesia pengaturan tentang Hak Tanggungan dituangkan 
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 
Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah 
(selanjutnya disebut UUHT). Dalam Pasal 1 ayat (1) UUHT menyebutkan 
bahwa Hak Tanggungan yaitu Hak Jaminan yang dibebankan pada hak 
atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun  1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 
berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu 
kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu, yang 
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu 
terhadap kreditor-kreditor lainnya. 
                                                             
1
 Sri Soedewi Mascjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum 
Jaminan dan Jaminan Perorangan,Yogyakarta: Liberty, 1980, hlm 31. 
3 
 Maksud dari kedudukan yang diutamakan pada kreditor-kreditor 
lain, tidak dijumpai di dalam penjelasan Pasal 1 tersebut, tetapi dijumpai 
dibagian lain dalam UUHT, yaitu di dalam angka 4 penjelasan Umum 
UUHT. Dijelaskan di dalam penjelasan umum itu bahwa yang dimaksud 
dengan memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu 
terhadap kreditor-kreditor lain adalah bahwa jika kreditor cidera janji, 
kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan 
umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan perundang-
undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditor-
kreditor yang lain. Kedudukan yang diutamakan tersebut sudah barang 
tentu tidak mengurangi preferensi piutan-piutang Negara menurut 
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. 
 Menurut Pasal 1137 KUH Perdata, hak untuk didahulukan dari kas 
Negara, kantor lelang dan lain badan umum yang dibentuk pemerintah, 
diatur dalam undang-undang khusus. Berpedoman pada ketentuan Pasal 
1137 KUH Perdata, piutang Negara yang kedudukannya lebih tinggi dari 
Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Angka 4 penjelasan umum 
UUHT hanya tagihan pajak saja.2 
 Berdasarkan Pasal 7 UUHT, terdapat asas droit de suite yang 
berarti selalu mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek Hak 
Tanggungan itu berada. Jadi meskipun hak atas tanah yang menjadi objek 
Hak Tanggungan tersebut telah beralih atau berpindah-pindah kepada 
                                                             
2
 St. Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan 
Masalah yang dihadapi oleh Perbankan,Bandung: Alumni, 1999, hlm 21. 
4 
orang lain, namun Hak Tanggungan yang ada tetap melekat pada objek 
tersebut dan tetap mempunyai kekuatan mengikat. 
 Dari uraian tersebut diatas, sangat jelas bahwa UUHT telah 
memberikan dasar pengaturan hukum terhadap perlindungan kepada 
kreditor pemegang Hak Tanggungan, tetapi yang menjadi permasalahan 
apabila barang jaminan yang menjadi objek hak tanggungan tersebut 
dirampas oleh negara dalam kasus tindak pidana korupsi. 
 Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (extra 
ordinary crime) yang dapat menghancurkan bangsa dan menggerogoti 
kekayaan negara yang seharusnya diperuntukkan untuk membangun dan 
mensejahterakan rakyat banyak tetapi kekayaan tersebut hanya dinikmati 
oleh segelintir orang yang tidak punya moral dan rasa malu.Jadi sangat 
pantas jika koruptor itu diberikan hukuman yang seberat-beratnya bukan 
saja hukuman badan berupa pidana penjara tetapi hukuman yang bisa 
mengembalikan kerugian negara sehingga dapat memulihkan keuangan 
dan perekonomian negara. 
 Berdasarkan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat terdapat 
1053 tersangka kasus korupsi sepanjang 2011.Sebanyak 239 diantaranya 
berlatar belakang pegawai negeri sipil.Peneliti Divisi Investigasi ICW Tama 
S Langkun mengatakan tersangka berlatar belakang pegawai negeri 
menampati urutan teratas dengan jumlah 239 orang.Diikuti oleh 
direktur/pimpinan perusahaan swasta dengan 190 orang serta anggota 
DPR/DPRD dengan jumlah 99 orang.Tingginya tersangka korupsi dengan 
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latar belakang pegawai ini konsisten dengan tahun 2010 meskipun 
jumlahnya menurun yaitu 336 orang.3 
 Pemberantasan tindak pidana korupsi bukan semata-mata untuk 
memberikan efek jera terhadap para pelaku namun bertujuan dapat 
mengembalikan kerugian negara, sehingga diharapkan dapat 
dipergunakan untuk membangun perekonomian negara yang lebih baik. 
Disamping itu dengan mengoptimalkan hukuman terhadap pelaku korupsi 
dapat memberikan rasa takut pada yang lain untuk melakukan korupsi. 
 Untuk mengembalikan kerugian keuangan dan perekonomian 
negara tersebut, undang-undang memberikan saran berupa pidana 
tambahan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001(untuk selanjutnya disebut Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), sanksi pidana yang dijatuhkan 
dalam pidana korupsi yaitu pidana mati, pidana penjara dan denda dan 
pidana tambahan. Pidana tambahan sebagaimana yang telah diatur 
dalam pasal 18 ayat (1) menyebutkan: selain pidana tambahan 
sebagaimana dimaksud Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai 
pidana tambahan adalah: 
a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak 
berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau 
yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan 
                                                             
3
 PNS Paling Banyak Jadi Tersangka Kasus Korupsi oleh Mahendra Bungalan, 
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/02/05/108688/PNS-
Paling-Banyak-Jadi-Tersangka-Kasus-Korupsi, diunduh pada tanggal 29 Mei 2013. 
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milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu 
pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; 
b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak 
pidana korupsi; 
c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu 
paling lama 1 (satu) tahun; 
d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau 
penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang 
telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana; 
Pada prinsipnya Pembebanan Hak Tanggungan dalam pemberian 
kredit pada lembaga keuangan baik bank maupun non bank bertujuan 
untuk melindungi kreditor dalam rangka pelunasan piutangnya, apabila 
debitor wanprestasi tetapi dalam kenyataannya kreditor sangat sulit 
mendapatkan pelunasan terhadap piutangnya apabila debitor yang 
bersangkutan tersangkut dalam suatu tindak pidana korupsi dan telah 
dijatuhi sanksi seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) 
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Problematika hukum muncul ketika debitor dalam perkara pidana 
korupsi tersebut telah dijatuhkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan debitor tersebut 
berada dalam ketidakmampuan membayar atau debitor tersebut 
wanprestasi otomatis terjadi kredit macet.Apabila dalam putusan 
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pengadilan tersebut dijatuhkan sanksi pidana dengan melakukan 
perampasan terhadap barang-barang yang terkait dengan tindak pidana 
korupsi yang dilakukan oleh debitor tidak terkecuali atas benda yang 
menjadi objek jaminan pada pihak ketiga, untuk selanjutnya barang 
rampasan tersebut dilakukan eksekusi. 
Fenomena yang terjadi bahwa di Pengadilan Negeri Ternate 
terdapat putusan kasus tindak pidana korupsi yaitu putusan perkara 
pidana No. 158/Pid.Sus/2009/PN.Tte.yang dalam amar putusannya 
menyatakan barang bukti berupa tanah dan bangunan yang masih 
terbebani hak tanggungan disita dan dirampas untuk negara. Berdasarkan 
pra penelitian, tanah dan bangunan yang telah disita sejak tahap 
penyidikan masih terbebani Hak Tanggungan pada PT. Bank Mega, Tbk 
yang berkedudukan di Ternate, Maluku Utara sebagai pihak kreditor. 
Dalam kenyataannya meskipun kreditor menguasai bukti 
kepemilikan tanah dan bangunan tersebut yaitu berupa Sertifikat Hak  
Tanggungan, tetapi dengan adanya putusan perkara pidana No. 
158/Pid.Sus/2009/PN.Tte untuk dilakukannya penyitaan/perampasan 
terhadap objek yang terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 
Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sulit untuk mengakhiri piutangnya dari 
debitor. Dengan adanya penyitaan/perampasan tersebut pihak kreditor 
tidak dapat secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek Hak 
Tanggungan sehingga dalam hal ini ada kecenderungan kreditor 
pemegang Hak Tanggungan menjadi pihak yang dirugikan. 
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Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul skripsi “Preferensi Bank Atas Hak 
Tanggungan Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi.” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis dalam 
hubungannya dengan skripsi ini, maka penulis mengemukakan masalah 
pokok yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana kedudukan preferensi bank selaku pemegang Hak 
Tanggungan terhadap hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi? 
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan 
kepada Bank selaku Kreditor apabila aset jaminan Hak 
Tanggungan ikut disita oleh negara? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan Penelitian ini adalah :  
1. Untuk mengetahui kedudukan preferensi bank selaku 
pemegang Hak Tanggungan terhadap debitor bank yang 
terkena kasus Tindak Pidana Korupsi. 
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada bank 
terhadap aset jaminan debitor yang disita oleh negara akibat 
debitor terkena kasus Tindak Pidana Korupsi. 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
1. Sebagai bahan kajian bagi ilmu pengetahuan hukum, 
khususnya dalam bidang hukum perdatadan ilmu pengetahuan 
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hukum pidana pada umumnya serta dapat dijadikanreferensi 
bagi penelitian selanjutnya mengenai kedudukan preferensi 
bank selaku pemegang Hak Tanggungan terhadap debitor bank 
yang terkena kasus Tindak Pidana Korupsi.  
2. Sebagai bahan kajian bagimasyarakat, almamater dan 
khususnya untuk Penulis sendiri tentang tanggung jawab hukum 
terhadap preferensi bank selaku kreditor pemegang Hak 
Tanggungan atas pemberian kredit kepada debitor yang terkena 
kasus Tindak Pidana Korupsi.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan 
1. Pengertian Hukum Jaminan 
Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu 
zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie, yaitu kemampuan debitor 
untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor dengan 
cara menahan barang tertentu yang bernilai ekonomis sebagai 
tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitor terhadap 
kreditornya.4 
Hartono Hadisoeprapto berpendapat bahwa jaminan adalah 
sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan 
bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan 
uang yang timbul dari suatu perikatan. Sedangkan M. Bahsan 
berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditor 
untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.5 
Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan bahwa jaminan 
adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan atau 
pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu 
perikatan. Adapun Suyanto, mendefinisikan jaminan adalah penyerahan 
                                                             
4
  Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, 
hal. 66. 
5
  Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2004, hal. 22. 
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kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk pembayaran 
kembali suatu utang.6 
Hukum jaminan dalam bahasa Belanda disebut zekerheidstelling 
atau dalam bahasa Inggris disebut security of law.Zekerheidstelling terdiri 
dari kata zekerheid yang berarti kepastian dan stelling yang berarti 
mengatur suatu kedudukan.Dengan demikian memberikan kepastian 
kedudukan.Atau secara singkat zekerheidstelling diartikan memberikan 
jaminan. Sedangkan secara terminologis zekerheidstelling atau hukum 
jaminan adalah segenap aturan hukum yang dimaksudkan untuk 
mengatur berbagai bentuk hubungan hukum yang bertujuan memberikan 
jaminan kepastian terpenuhinya suatu prestasi yang ditentukan atau hak-
hak para pihak yang mengadakan perjanjian, dengan cara salah satu 
pihak memberikan suatu jaminan (benda/personal) pada pihak lain, 
sedangkan pihak lainnya memberikan kredit atau peminjaman uang.7 
Menurut J. Satrio, hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum 
yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor 
terhadap seorang debitor. Ringkasnya adalah hukum yang mengatur 
tentang jaminan piutang seseorang.8Sementara itu Salim HS, memberikan 
definisi hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur 
                                                             
6
 Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Jakarta: Sindar Grafika, 2010, hal. 20. 
7
 Nurfaidah Said, Hukum Jaminan Fidusia Kajian Yuridis dan Filosofis UU No. 42 Tahun 
1999, Makassar: Kretakupa, 2010, hal. 17-18. 
8
 Rachmadi Usman, op.cit., hal. 1. 
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hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan 
pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.9 
Dari perumusan pengertian hukum jaminan di atas dapat 
disimpulkan bahwa intinyadari hukum jaminan adalah ketentuan hukum 
yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitor) dan 
penerima jaminan (kreditor) sebagai akibat pembebanan suatu utang 
tertentu dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu). 
2. Ruang Lingkup dan Asas-Asas Hukum Jaminan 
Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan 
jaminan khusus.Jaminan khusus dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu 
jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi 
jaminan benda bergerak dan tidak bergerak, yang termasuk jaminan 
benda bergerak meliputi: gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda 
tidak bergerak meliputi hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, 
hipotek kapal laut dan pesawat udara. Sedangkan jaminan perorangan 
meliputi: borg, tanggung-menanggung (tanggung renteng) dan garansi 
bank.10 
Salim HS memaparkan 5 (lima) asas penting dalam hukum jaminan 
yaitu sebagai berikut:
11
 
1. Asas publiciteit, yaitu asas bahwa semua hak tanggungan, hak 
fidusia dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini 
                                                             
9
 Salim HS, op.cit., hal. 6. 
10
 Ibid., hal. 9. 
11
 Ibid., hal. 9-10. 
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dimaksudkan agar pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda 
jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. 
2. Asas specialiteit, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan 
hipotek hanya dapat dibebankan atas persil atau atas barang-
barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. 
3. Asas tidak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya utang 
tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, 
hak fidusia, hipotek dan hak gadai walaupun telah dilakukan 
pembayaran sebagian. 
4. Asas inbezittstelling, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada 
pada penerima gadai. 
5. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan 
satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak 
pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya 
milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi 
tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai. 
 
B. Tinjauan Mengenai Jaminan Kredit Dalam Perbankan 
1. Pengertian Jaminan 
Pengertian jaminan menurut Mariam Darus Badrulzaman adalah 
suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan atau pihak 
ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu 
perikatan.12 
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 Adrian Sutedi, op.cit., hal. 20. 
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Adapun Suyanto, ahli hukum perbankan mendefinisikan jaminan 
adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang 
untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Di sisi lain, Hartono 
Hadisaputro berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan 
kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa kreditor untuk 
menimbulkan keyakinan bahwa kreditorakan memenuhi kewajiban yang 
dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.13 
Di dalam praktik perbankan masalah jaminan ini sangat penting 
artinya, terutama yang berhubungan dengan kredit yang dilepas kepada 
nasabahnya. Dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan 
dinyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan 
berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta 
kesanggupan Nasabah Debitor untuk melunasi utangnya atau 
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 
diperjanjikan.14 
Dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan dikemukakan bahwa 
berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta 
kesanggupan Nasabah Debitor untuk melunasi utangnya atau 
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan 
itulah yang diartikan sebagai Jaminan Kredit. Selanjut, Pasal 8 Undang-
Undang Perbankan tersebut menyatakan bahwa untuk memperoleh 
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 Ibid. 
14
 Ibid., hal. 21. 
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keyakinan sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian 
analisis terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha 
dari debitor. Dari Pasal 8 tersebut dapat disimpulkan bahwa agunan itu 
hanya merupakan salah satu unsur dari jaminan kredit.Bahkan dijelaskan 
pula bahwa bila berdasarkan unsur-unsur yang lain Bank telah 
memperoleh keyakinan atas kemampuan debitor untuk mengembalikan 
utangnya, agunan yang diserahkan dapat hanya berupa barang, proyek, 
atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.15 
2. Subjek Hukum Sebagai Pemohon dan Pemberi Kredit 
Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi 
pendukung hak dan kewajiban. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa 
subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban.16Dalam aktivitas 
perkreditan bank, yang dikenal sebagai subjek hukum adalah pemohon 
kredit dan pemberi kredit.Kedua-duanya baik pemohon kredit dan pemberi 
kredit ada 2  (dua) yaitu:17 
1. Manusia (Perorangan) 
2. Badan Hukum 
Pemohon kredit perorangan dalam hukum positif  merupakan 
person atau orang. Orang dalam hukum dinamakan orang yang memiliki 
kewenangan berhak atau kecakapan berhak atau kewenangan 
hukum.Namun orang-orang tertentu oleh undang-undang dianggap tidak 
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 Ibid. 
16
 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hal. 170. 
17
 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Bandung: Alfabeta, 2009, hal. 
9. 
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cakap melakukan perbuatan hukum yaitu: orang-orang yang belum 
dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan orang yang dilarang oleh 
Undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.18 
Bank selaku pemberi kredit berbadan hukum dianggap sebagai 
subjek hukum karena memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan 
perbuatan hukum.Kewenangan bertindak didasarkan pada ketentuan  
yang diatur dalam anggaran dasar yang telah mendapat 
persetujuan/pengesahan Menteri Hukum dan HAM.19 
Dunia Perbankan itu sendiri dipenuhi dengan aturan-aturan. 
Peraturan yang berhubungan dengan  dunia Perbankan antara lain: 
- Hukum Perdata dan Hukum Pidana 
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 
Tahun 1998. 
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1999tentang Bank Indonesia 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 
Tahun 2004. 
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan Peraturan-Peraturan 
Bank Indonesia lainnya. 
Selainperaturan yang berasaldari Pemerintah, Bankjuga  membuat 
peraturan dan tatatertib yang berlaku secara internal, namun tidak boleh 
bertentangandengan peraturan-peraturanperundang-undangan yang 
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 Ibid., hal. 10. 
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 Ibid., hal. 11. 
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berlaku, seperti: SuratKeputusan Direksi, Surat Edaran Direksi (SED), 
Prosedur Standar Perkreditan (SOP) dan Memo Dinas. Hal ini bertujuan 
untuk meminimalisasi risiko dan mengamankanposisi bank maupun 
karyawan dari permasalahan hukum yang mungkin akan timbul 
dikemudian hari. 
3. Jaminan Kredit Dalam Perbankan 
Bank sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada debitor 
wajib melakukan upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi 
debitor yang bersangkutan.Oleh karena itu sekecil apapun nilai kredit 
yang diberikan kepada debitor harus tetap diamankan sesuai dengan 
prinsip kehati-hatian (prudential principle).Untuk pengamanan dimaksud, 
maka debitor wajib memberikan jaminan kredit kepada bank selaku 
kreditor. 
Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat 
disimpulkan dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu merupakan 
upaya lain yang dapat digunakan bank untuk memperoleh pelunasan 
kredit apabila debitor tidak dapat melunasi kreditnya atau wanprestasi. 
Bilamana di kemudian hari debitor tidak dapat melunasi kreditnya atau 
wanprestasi maka akan dilakukan penjualan atas objek jaminan kredit 
debitor. Hasil penjualan tersebut selanjutnya akan diperhitungkan oleh 
bank untuk pelunasan kredit debitor.  
Cara penjualan jaminan kredit debitor tersebut wajib dilakukan 
sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini cara penjualan 
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jaminan kredit terkait dengan berbagai hal, antara lain kepada 
pengikatannya melalui lembaga jaminan atau tidak melalui lembaga 
jaminan, kemauan debitor untuk bekerja sama dengan bank, bentuk dan 
jenis jaminan kredit, kemampuan bank untuk menangani penjualan 
jaminan kredit dan sebagainya. 
Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit baru 
akan muncul pada saat kredit dinyatakan bermasalah atau macet. Selama 
kredit berjalan lancar atau dapat dilunasi oleh debitor dengan baik, maka 
tidak akan terjadi penjualan jaminan kreditnya. Dalam hal ini jaminan 
kredit akan dikembalikan kepada debitor yang bersangkutan sesuai 
dengan ketentuan hukum dan perjanjian kredit. 
Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit sangat 
berkaitan dengan kepentingan bank yang menyalurkan dananya kepada 
debitor yang sering dikatakan mengandung risiko. Dengan adanya 
jaminan kredit yang dikuasai dan diikat bank sesuai dengan ketentuan 
hukum yang berlaku, pelaksanaan fugsi tersebut akan terlaksana pada 
saat debitor ingkar janji.20 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Tanggungan 
1. Dasar Hukum dan Pengertian Hak Tanggungan 
Sebelum lahirnya UUHT, pembebanan hak atas tanah sebagai 
jaminan hutang menggunakan kelembagaan jaminan hipotik, karena pada 
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 M.Bahsan,Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: 
PT.RajaGrafindo Persada, 2007, hal.103-104 
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waktu itu hak atas tanah merupakan objek hukum dalam jaminan hipotik. 
Namun sesudah berlakunya UUHT, pembebanan hak tas tanah sebagai 
jaminan hutang tidak lagi menggunakan jaminan hipotik, melainkan 
menggunakan jaminan hak tanggungan.21 
Pengaturan mengenai jaminan hak tanggungan diatur dalam 
UUHT, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan 
Tanah. Selain melaksanakan amanat UUPA, kelahiran UUHT didasarkan 
pula pada pertimbangan untuk member kepastian hukum bagi pihak-pihak 
yang berkepentingan dalam pemberian kredit dengan membebankan hak 
atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai 
jaminan kredit serta untuk menciptakan keseragaman hukum jaminan hak 
atas tanah.22 
Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUHT merumuskan pengertian hak 
tanggungan yaitu: 
Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan 
dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah 
hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana 
yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak 
berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan 
tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan 
kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap 
kreditor-kreditor lainnya. 
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 Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 305. 
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 Ibid., hal. 305-306. 
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Ada beberapa unsur pokok dari Hak Tanggungan yang termuat di 
dalam definisi tersebut. Unsur-unsur pokok tersebut adalah:23 
1. Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang.  
2. Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA. 
3. Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas 
tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda 
lain yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah itu. 
4. Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu. 
5. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor 
tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. 
Menurut Budi Harsono, pengertian Hak Tanggungan adalah 
penguasaan hak atas tanah, berisi kewenangan bagi kreditor untuk 
berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan. Tetapi bukan 
untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya 
jika debitor cidera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau 
sebagian pembayaran lunas utang debitor kepadanya.24 
Pada prinsipnya, Hak Tanggungan itu merupakan lembaga hak 
jaminan kebendaan atas hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, 
yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu 
terhadap kreditor lain. Jaminan yang diberikan yaitu hak yang diutamakan 
atau mendahulu dari kreditor-kreditor lainnya bagi kreditor pemegang hak 
tanggungan. 
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 St. Remy Sjahdeini, op.cit., hal. 11. 
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2. Subjek Hukum Hak Tanggungan 
Di dalam suatu perjanjian Hak Tanggungan ada dua pihak yang 
mengikatkan diri, yaitu pemberi hak tanggungan, penerima atau 
pemegang hak tanggungan. 
a. Pemberi Hak Tanggungan 
Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) UUHT menyatakan: 
Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan 
hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan 
hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. 
 
Dari bunyi ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUHT di atas, dapat diketahui 
siapa yang menjadi pemberi Hak Tanggungan dan mengenai 
persyaratannya sebagai pemberi Hak Tanggungan. Sebagai pemberi Hak 
Tanggungan tersebut, bias orang perseorangan atau badan hukum dan 
pemberinya pun tidak harus debitor sendiri, bias saja orang lain atau 
bersama-sama dengan debitor, di mana bersedia menjamin pelunasan 
utang debitor.25 
Pada prinsipnya setiap orang perseorangan maupun badan hukum 
dapat menjadi pemberi hak tanggungan, sepanjang mereka mempunyai 
“kewenangan hukum” untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hak 
atas tanah yang akan dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang dengan 
dibebani hak tanggungan sebagaimana dipersyaratkan ketentuan dalam 
Pasal 8 ayat (1) UUHT dan demikian pula dinyatakan antara lain dalam 
angka 7 penjelasan umum atas UUHT: 
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Pada saat pembuatan SKMHT dan Akta Pemberian Hak 
Tanggungan, harus sudah ada keyakinan pada Notaris atau PPAT 
yang bersangkutan, bahwa pemberi Hak Tanggungan mempunyai 
kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek 
Hak Tanggungan yang dibebankan walaupun kepastian mengenai 
dimilikinya kewenangan tersebut baru dipersyaratkan pada waktu 
pemberian Hak Tanggungan didaftar. 
 
Dari ketentuan di atas, jelas bahwa pemberi Hak Tanggungan 
haruslah mereka yang mempunyai kewenangan dalam melakukan 
perbuatan hukum atau tindakan hukum terhadap hak atas tanah yang 
akan dibebani dengan Hak Tanggungan. Sebab mereka inilah yang 
mempunyai kewenangan melakukan tindakan kepemilikan (beschikking) 
atas persil yang bersangkutan, termasuk kewenangannya untuk 
membebankan persilnya tersebut sebagai jaminan pelunasan tertentu. 
Jadi, persyaratan pemberi Hak Tanggungan, selain mereka yang cakap 
dalam bertindak, mereka juga mempunyai kewenangan hukum artinya 
setiap orang dinyatakan cakap bertindak secara hukum dapat menjadi 
pemberi Hak Tanggungan, tetapi dipersyaratkan pula harus orang 
perseorangan atau badan hukum yang untuk melakukan tindakan 
kepemilikan atas persil yang menjadi objek Hak Tanggungan.26 
Pemberi Hak Tanggungan adalah pemilik hak atas tanah atau 
pemilik atas tanah berikut bangunan yang ada di atas tanah itu. Pemilik 
tanah bisa debitor sendiri atau orang lain atau badan hukum lain bukan 
debitor. Hanya saja orang atau badan hukum pemilik tanah saja yang 
berhhak menjaminkan dengan member Hak Tanggungan.Untuk 
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membuktikan bahwa orang atau badan hukum tersebut sebagai pemilik 
hak atas tanah maka dapat diketahui dari sertifikat tanahnya.Dari sertifikat 
dapat diketahui siapa pemilik hak atas tanah sehingga hanya orang atau 
badan hukum yang tertulis di atas tanah itu yang berhak memberikan Hak 
Tanggungan.27 
Selanjutnya ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUHT menyatakan: 
Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek 
Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada 
pada pemberi Hak Tanggungan pada saat didaftarnya Hak 
Tanggungan yang bersangkutan. 
 
Penjelasan atas Pasal 8 ayat (2) menegaskan sebagai berikut: 
Karena lahirnya Hak Tanggungan adalah pada saat didaftarkannya 
Hak Tanggungan tersebut, maka kewenangan untuk melakukan 
perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan diharuskan ada 
pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pembuatan buku tanah 
Hak Tanggungan. Untuk itu harus dibuktikan keabsahan 
kewenangan tersebut pada saat didaftarkannya Hak Tanggungan 
yang bersangkutan. 
 
Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) 
UUHT beserta dengan penjelasannya, maka kewenangan pemberi Hak 
Tanggungan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak 
Tanggungan diwajibkan atau harus ada dan terbukti kebenarannya pada 
saat pendaftaran hak Tanggungan, yaitu pada tanggal pembuatan buku 
tanah pembuatan Hak Tanggungan pihak yang bersangkutan, yang 
menentukan saat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan. Namun 
demikian seyogyanya pada saat pembuatan Akta Pemberian Hak 
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Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan dengan sendirinya juga 
diharuskan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan 
terhadap objek Hak Tanggungan yang dibebankan, kendati tidak harus 
disertai alat-alat bukti yang menunjukkan pemberi Hak Tanggungan 
mempunyai kewenangan atas objek Hak Tanggungan yang dibebankan 
tersebut. Pembuktian terhadap keabsahan atau kebenaran kewenangan 
dimaksud dilakukan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan.28 
b. Penerima atau Pemegang Hak Tanggungan 
Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi penerima dan pemegang 
Hak Tanggungan, baik perseorangan maupun badan hukum yang 
berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Ketentuan Pasal 9 UUHT 
menyatakan: 
Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perorangan atau badan 
hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. 
 
Berbeda dengan pemberi hak tanggungan, terhadap penerima dan 
pemegang Hak Tanggungan tidak terdapat persyaratan khusus. Penerima 
dan pemegang Hak Tanggungan dapat orang perseorangan atau badan 
hukum, bahkan orang asing atau badan hukum asing yang berkedudukan 
di Indonesia maupun luar negeri dapat menjadi penerima dan pemegang 
Hak Tanggungan, asalkan kredit yang diberikan tersebut menurut 
Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UUHT dipergunakan untuk kepentingan 
pembangunan di wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, 
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yang menjadi pemegang Hak Tanggungan, bisa orang (person alamiah) 
dan badan hukum (rechtspersoon).29 
Menurut J.Satrio sekalipun dalam praktiknya bagian yang terbesar 
menggunakan lembaga Hak Tanggungan itu bank, sebuah badan hukum, 
tetapi tidak tertutup bagi perseorangan untuk juga memanfaatkan lembaga 
Hak Tanggungan.Dengan begitu ditegaskan, bahwa yang bertindak 
sebagai kreditor pemegang Hak Tanggungan bisa juga perseorangan. Ini 
yang ditegaskan dalam Pasal 9 UUHT di atas dan penegasan ini  
memang sangat bermanfaat, karena dapat menghilangkan keraguan yang 
mungkin ada di dalam masyarakat.30 
3. Objek Hukum Hak Tanggungan 
Menurut UUPA, Hak Tanggungan dapat dibebankan di atas tanah 
Hak Milik (Pasal 25), Hak Guna Usaha (Pasal 33) dan Hak Guna 
Bangunan (Pasal 39). Di dalam penjelasan umum angka 5 UUHT 
dijelaskan bahwa Hak Pakai dalam UUPA tidak ditunjuk sebagai objek 
Hak Tanggungan, karena pada waktu itu tidak termasuk hak-hak atas 
tanah yang wajib didaftar dan karenanya tidak dapat memenuhi syarat 
publisitas untuk dapat dijadikan jaminan utang. 
Mengenai kebutuhan masyarakat agar Hak Pakai dimungkinkan 
menjadi agunan, yang dalam UUPA tidak ditunjuk sebagai objek Hak 
Tanggungan oleh UUHT kebutuhan tersebut akhirnya ditampung dengan 
menetapkan Hak Pakai juga sebagai objek Hak Tanggungan.Berdasarkan 
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UUHT, objek yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan adalah hak-
hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. 
Berdasarkan ketentuan dalam UUHT, dapat diketahui objek Hak 
Tanggungan sebagai berikut:31 
a. Hak-hak atas tanah yang ditunjuk oleh UUPA sebagaimana 
dirinci Pasal 4 ayat (1) UUHT yaitu: 
1. Hak Milik;  
2. Hak Guna Usaha; 
3. Hak Guna Bangunan. 
b. Hak-hak atas tanah yang kemudian ditunjuk sendiri oleh UUHT 
sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UUHT yaitu: 
1. Hak Pakai Atas Tanah Negara (HPATN), yang menurut 
ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya 
dapat dipindahtangankan; 
2. Hak Pakai Atas Tanah Milik (HPATM), yang akan diatur lebih 
lanjut dengan peraturan pemerintah. 
c. Hak atas tanah yang sebelumnya ditunjuk dalam Undang-
undang nomor 16 Tahun 1985, yang kemudian dipertegas 
dalam ketentuan Pasal 27 UUHT yaitu: 
1. Rumah Susun yang didirikan atas tanah Hak Milik, Hak 
Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai Atas 
Tanah Negara; 
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2. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bangunannya 
didirikan di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak 
Guna Usaha dan Hak Pakai Atas Tanah Negara. 
Khususnya Hak Pakai, tidak semua tanah Hak Pakai Atas Tanah 
Negara dapat dijadikan objek Hak Tanggungan. Dalam penjelasan UUHT 
dikemukakan, bahwa terhadap Hak Pakai ATas Tanah Negara yang 
walaupun wajib didaftar tetapi karena sifatnya tidak dapat 
dipindahtangankan, seperti Hak Pakai atas nama pemerintah, Hak Pakai 
atas nama badan keagamaan dan sosial dan Hak Pakai atas nama 
Perwakilan Negara Asing, yang berlakunya tidak ditentukan jangka 
waktunya dan diberikan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan 
tertentu bukan merupakan objek Hak Tanggungan.32 
4. Ciri-Ciri dan Sifat Hak Tanggungan 
Dalam penjelasan umum atas UUHT disebutkan cirri-ciri Hak 
Tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah yang kuat, yaitu: 
a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu 
kepada pemegangnya; 
b. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapapun 
objek itu berada; 
c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat 
mengikat pihak ketiga dan member kepastian hukum kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan: dan 
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d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. 
Salim HS mengemukakan ciri-ciri Hak Tanggungan adalah sebagai 
berikut:33 
a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu 
kepada pemegangnya atau yang dikenal dengan droit de 
preference; 
b. Selalu mengikuti objek jaminan dalam tangan siapapun benda 
itu berada atau disebut dengan droit de suit. Keistimewaan ini 
ditegaskan dala Pasal 7 UUHT. Meskipun objek Hak 
Tanggungan sudah dipindahkan haknya kepada pihak lain, 
kreditor pemegang Hak Tanggungan tetap masih berhak untuk 
menjualnya melalui pelelangan umum jika debitor cidera janji 
c. Memenuhi asas specialitas dan publisitas sehingga dapat 
mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum bagi 
pihak yang berkepentingan: dan 
d. Mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya. Dalam 
UUHT memberikan kemudahan dan kepastian kepada kreditor 
dalam pelaksanaan eksekusi. 
Selain ciri-ciri diatas, keistimewaan kedudukan hukum kreditor 
pemegang Hak Tanggungan juga dijamin melalui ketentuan Pasal 21 
UUHT. Pasal 21 UUHT: “Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan 
pailit, objek Hak Tanggungan tidak masuk dalam boedel kepailitan 
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pemberi Hak Tanggungan, sebelum kreditor pemegang Hak Tanggungan 
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek Hak 
Tanggungan itu.”34 
Sifat-sifat Hak Tanggungan antara lain:35 
a. Tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 2 UUHT) 
Bahwa Hak Tanggungan membebani secara utuh objek Hak 
Tanggungan dan setiap bagian daripadanya dan sifat ini tidak 
berlaku mutlak karena ada kemungkinan untuk mengecualikan 
atau menyimpang dari sifat tidak dapat dibag-bagi ini didasarkan 
Pasal 2 ayat (2) UUHT, yang dapat dilakukan dengan Roya 
Parsial.Pengecualian ini diperbolehkan jika diperjanjikan dalam 
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Arti dari Roya 
Parsial adalah bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat 
dilakukan dengan cara mengangsur yang besarnya sama 
dengan nilai masing-masing satuan yang merupakan bagian 
dari objek Hak Tanggungan. Bagian yang telah diangsur 
pembayarannya akan terbebas dari Hak Tanggungan dan Hak 
Tanggungan hanya akan membebani sisa objek Hak 
Tanggungan sebagai utang yang belum dilunasi. 
b. Bersifat acessoir (merupakan ikutan) pada perjanjian pokok, 
yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang 
piutang. Keberadaan berakhirnya dan hapusnya Hak 
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Tanggungan tergantung kepada utang yang dijamin 
pelunasannya tersebut. 
5. Asas-Asas Hak Tanggungan 
Asas-asas Hak Tanggungan tersebar dan diatur dalam berbagai 
pasal dan penjelasan dari UUHT. Asas-asas Hak Tanggungan tersebut 
adalah:36 
a. Asas hak didahulukan (preference), (penjelasan umum angka 3 
a junto angka 4, Pasal 5 UUHT). Kreditor pemegang Hak 
Tanggungan mempunyai hak yang diutamakan (droit de 
preference) untuk dipenuhi. Hal ini berarti bahwa kreditor 
pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk didahulukan 
didalam mendapatkan pelunasan atas piutangnya daripada 
kreditor-kreditor lainnya atas hasil penjualan benda yang 
dibebani Hak Tanggungan tersebut. 
b. Asas hak kebendaan (Pasal 7 junto Penjelasan Umum angka 3 
huruf b UUHT). Dalam pasal tersebut tidak ada disebut kata hak 
kebendaan, yang ada disebut sifat hak kebendaan yaitu Hak 
Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun 
objek tersebut berada. Artinya benda-benda yang dijadikan 
objek Hak Tanggungan itu tetap terbebani Hak Tanggungan 
walau di tangan siapapun benda itu berada (droit de suite). 
Dengan demikian apabila objek Hak Tanggungan sudah beralih 
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kepemilikan kepada orang lain, kreditor tetap mempunyai hak 
untuk melakukan eksekusi terhadap objek hak tanggungan jika 
debitor cidera janji.  
c. Asas spesialitas dan publisitas (Penjelasan Umum angka 3 c 
UUHT). Asas spesialitas maksudnya benda yang dibebani Hak 
Tanggungan itu harus ditunjuk secara khusus. Dalam akta 
pemberian Hak Tanggungan harus disebutkan secara tegas dan 
jelas mengenai benda yang dibebani itu berupa apa, dimana 
letaknya, berapa luasnya, apa batas-batasnya dan apa bukti 
pemiliknya. Adapun asas publisitas artinya hal pembebanan 
Hak Tanggungan tersebut harus dapat diketahui oleh umum, 
untuk itu terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan harus 
didaftarkan.  
d. Asas mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Penjelasan 
Umum angka 3 d UUHT). Kemudahan dan kepastian 
pelaksanaan eksekusi terjadi dengan adanya sifat hak 
melakukan eksekusi dari pemegang Hak Tanggungan dengan 
mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan 
KeTuhanan yang Maha Esa” pada sertifikat Hak Tanggungan. 
Artinya dapat dieksekusi seperti putusan hakim yang telah 
berkekuatan hukum tetap dan pasti. 
e. Asas accessoir (Pasal 10 ayat (1), Penjelasan Umum angka 8 
UUHT). Hak Tanggungan adalah perjanjian ikutan dan tidak 
32 
merupakan hak yang berdiri sendiri (zelfstandigrecht). Adanya 
dan hapusnya perjanjian ikutan (accessorium) tergantung dari 
perjanjian pokok. 
f. Asas pemisahan horizontal. Asas ini mengajarkan bahwa hak 
atas tanah terpisah dari benda-benda yang melekat di atasnya 
(Penjelasan Umum angka 6 UUHT), tetapi berlakunya tidak 
secara otomatis. Penerapannya terjadi jika diperjanjikan yang 
dituangkan dalam APHT. 
6. Hapusnya Hak Tanggungan 
Dalam Pasal 18 UUHT disebutkan mengenai hapusnya Hak 
Tanggungan Yaitu:37 
1) Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut: 
a. hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan; 
b. dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak 
Tanggungan; 
c. pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan 
peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri; 
d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. 
2) Hapusnya Hak Tanggungan karena dilepaskan oleh 
pemegangnya dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis 
mengenai dilepaskannya Hak Tanggungan tersebut oleh 
pemegang Hak Tanggungan kepada pemberi Hak Tanggungan.  
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3) Hapusnya Hak Tanggungan karena pembersihan Hak 
Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua 
Pengadilan Negeri terjadi karena permohonan pembeli hak atas 
tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut agar hak atas 
tanah yang dibelinya itu dibersihkan dari beban Hak 
Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 19.  
4) Hapusnya Hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah 
yang dibebani HakTanggungan tidak menyebabkan hapusnya 
utang yang dijamin. 
7. Eksekusi Hak Tanggungan 
Salah satu ciri Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan atas 
tanah yang kuat, yaitu mudah dan pasti dalam pelaksanaannya.Karena itu 
eksekusi objek Hak Tanggungan berada di tangan pemegang Hak 
Tanggungan (kreditor). 
Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) UUHT menyatakan: 
Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: 
a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek 
HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau 
b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat HakTanggungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak 
Tanggungandijual melalui pelelangan umum menurut tata cara 
yang ditentukan dalamperaturan perundang-undangan untuk 
pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungandengan hak 
mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya. 
 
Dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUHT dapat diketahui, bahwa 
terdapat 2 (dua) cara atau dasar eksekusi objek Hak Tanggungan, yaitu: 
34 
1) Berdasarka parate eksekusi (parate executie) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 UUHT; 
2) Berdasarkan title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak 
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) 
UUHT. 
Menurut hukum, apabila debitor cidera janji, baik kreditor 
pemegang Hak Tanggungan maupun kreditor biasa dapat mengajukan 
permohonan eksekusi kepada pengadilan melalui gugatan perdata.Tetapi 
kita mengetahui bahwa penyelesaian utang-piutang melalui acara tersebut 
memakan waktu dan biaya. Maka dengan diadakannya lembaga Hak 
Tanggungan disediakan cara penyelesaian yang khusus, berupa 
kemudahan dan pasti dalam pelaksanaannya.38 
Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) 
UUHT, bahwa cara eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 20 UUHT merupakan perwujudan dari kemudahan yang disediakan 
oleh UUHT bagi para kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam dal 
melakukan eksekusi. Pada prinspnya setiap eksekusi harus dilaksanakan 
dengan melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan 
dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk objek Hak Tanggungan. 
Kreditor berhak mengambil pelunasan utang yang dijamin dari hasil 
penjualan objek Hak Tanggungan.Dalam hasil penjualan ini lebih besar 
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dari daripada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai 
tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi Hak Tanggungan. 
Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pasal 6 UUHT memberika 
kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual 
objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum 
serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut 
apabila debitor cidera janji. Pemegang Hak Tanggungan Pertama tidak 
perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemberi Hak Tanggungan 
dan tidak perlu pula meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri 
setempat untuk melakukan eksekusi tersebut.Cukup apabila pemegang 
Hak Tanggungan Pertama itu mengajukan permohonan kepada Kepala 
Kantor Lelang Negara setempat untuk pelaksanaan pelelangan umum 
dalam rangka eksekusi objek Hak Tanggungan tersebut.Karena 
kewenangan pemegang Hak Tanggungan pertama itu merupakan 
kewenangan yang diberikan undang-undang (kewenangan tersebut 
didapat demi hukum), Kepala Kantor Lelang Negara harus menghormati 
dan mematuhi kewenangan tersebut.39 
Pelaksanaan eksekusi objek Hak Tanggungan juga dapat 
didasarkan kepada title eksekutorial sebagaimana yang tercantum dalam 
setifikat Hak Tanggungan. Sertifikat Hak Tanggungan dapat menjadi 
dasar pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan.Disamping berfungsi 
sebagai bukti adanya Hak Tanggungan, sertifikat Hak Tanggungan juga 
                                                             
39
 St.Remy Sjahdeini, op.cit., hal. 160-161. 
36 
berfungsi sebagai dasar pelaksanaan Hak Tanggungan bila debitor cidera 
janji. Dengan menggunakan title eksekutorial sebagaimana termuat dalam 
sertifikat Hak Tanggungan, bila debitor (pemberi hak tanggungan) cidera 
janji, maka kreditor pemegang Hak Tanggunga (pertama) dapat 
melakukan penjualan objek Hak Tanggungan yang bersangkutan untuk 
mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan objek Hak Tanggungan 
tersebut. 
Melalui title eksekutorial, masalah kecepatan waktu dalam 
mengeksekusi jaminan, seyogyanya bukan merupakan hambatan lagi. 
Pemegang Hak Tanggungan, khususnya perbankan diberikan hak untuk 
melelang atau menjual objek Hak Tanggungan tanpa melalui prosedur 
yang rumit, berbeli-belit dan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini 
merupakan perkembangan posititif dalam mengeksekusi jaminan.40 
Dengan menunjukkan bukti bahwa debitor ingkar janji dalam 
memenuhi kewajibannya, diajukan permohonan eksekusi oleh kreditor 
pemegang Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan 
menyerahkan sertifikat hak Tanggungan yang bersangkutan sebagai 
dasarnya. Eksekusi akan dilaksanakan atas perintah dan dengan 
pimpinan Ketua Pengadilan Negeri tersebut, melalui pelelangan umum 
yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara.41 
Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) UUHT memberikan 
kemungkinan untuk menyimpang dari prinsip eksekusi objek Hak 
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Tanggungan dilaksanakan melalui pelelangan umum. Pasal 20 ayat (2) 
UUHT menetapkan kesepakatan pemberi dan pemegang Hak 
Tanggungan, penjulan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan 
dibawah tangan jika dengan demikian itu akan diperoleh harga tertinggi 
yang menguntungkan semua pihak. Dengan demikian, eksekusi melalui 
penjualan dibawah tangan hanya dapat dilakukan bila hal tersebut telah 
disepakati oleh pemberi dan pemegang Hak Tanggungan. Dalam 
penjelasan Pasal 2ayat (2) UUHT disebutkan bahwa kemungkinan 
eksekusi melalui penjualan di bawah tangan tersebut dimaksudkan untuk 
mempercepat penjualan objek Hak Tanggungan dengan harga penjualan 
tertinggi, sebab penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak 
akan menghasilkan harga tertinggi. 
Karena penjualan di bawah tangan dari objek Hak Tanggungan 
hanya dapat dilaksanakan bila ada kesepakatan antara pemberi dan 
pemegang Hak Tanggungan, bank tidak mungkin melakukan penjualan di 
bawah tangan terhadap objek Hak Tanggungan atau agunan kredit itu 
apabila debitor tidak menyetujuinya. Apabila kredit sudah macet, sering 
bank menghadapi kesulitan untuk dapat memperoleh persetujuan dari 
nasabah debitor.Dalam keadaan-keadaan tertentu justru menurut 
pertimbangan bank lebih baik agunan itu dijual di bawah tangan dari pada 
dijual di pelelangan umum.Bank sendiri berkepentingan agar hasil 
penjualan hasil agunan tersebut cukup jumlahnya untuk membayar 
seluruh jumlah kredit yang terutang.Kesulitan untuk memperoleh 
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persetujuan nasabah tersebut dapat terjadi misalnya karena nasabah 
debitor tidak lagi beritikad baik tidak bersedia ditemui oleh bank, atau telah 
tidak diketahui lagi keberadaannya. Agar bank kelak setelah kredit 
diberikan tidak mengalami kesulitan yang demikian, bank pada waktu 
kredit mensyaratkan agar di dalam perjanjian kredit diperjanjikan bahwa 
bank diberi kewenangan untuk dapat menjual sendiri agunan tersebut 
secara di bawah tangan atau meminta kepada debitor untuk memberika 
surat kuasa khusus yang memberikan kekuasaan kepada bank untuk 
dapat menjual sendiri agunan tersebut secara di bawah tangan.42 
Menurut Pasal 20 ayat (3) UUHT, pelaksanaan penjualan di bawah 
tangan hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak 
diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak 
Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan 
sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang 
bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak 
yang menyatakan keberatan. Ketentuan ini menurut penjelasan pasal 20 
ayat (3) UUHT tersebut dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak yang 
berkepentingan, misalnya pemegang Hak Tanggungan kedua, ketiga dan 
kreditor lain dari pemberi Hak Tanggungan. Pengumuman melalui media 
massa selain surat kabar, dapat dilakukan misalnya melalui radio dan/atau 
telivisi.43 
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 St. Remy Sjahdeini, op.cit., hal. 165-166. 
43
 Adrian Sutedi, op.cit., hal. 80-81. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa eksekusi Hak 
Tanggungan yang diatur dalam Pasal 20 UUHT dapat dilakukan dengan 3 
(tiga) cara yaitu: 
a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek 
Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan 
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT; atau 
b. Eksekusi atas title eksekutorial yang terdapat pada setifikat Hak 
Tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) 
UUHT; atau 
c. Eksekusi di bawah tangan. 
 
D. Jenis-Jenis Kejahatan Perbankan 
1. Tindak Pidana Korupsi 
a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa latin 
yaitu corruptio atau corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu 
berasal pula dari kata corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua.44Dari 
bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris 
yaitucorruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption dan Belanda yaitu 
corruptie (korruptie).Istilah korupsi yang telah diterima dalam 
pembendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh 
Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah 
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 Andi Jur Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan 
Internasional,Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.4. 
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perbuatan yang buruk, yang seperti penggelapan uang, penerimaan uang 
sogok dan sebagainya.”45 
Beberapa pakar hukum mengemukakan pendapatnya mengenai 
korupsi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto, menjelaskan 
unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:46 
a) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau 
suatu badan. “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa 
saja, misalnya memindah bukukan, menandatangani kontrak 
dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya. 
b) Perbuatan itu bersifat melawan hukum. 
Melawan hukum disini diartikan secara formil dan materil.Unsur 
ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam 
rumusan delik. 
c) Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan 
keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, atau 
perbuatan itu atau patut disangka oleh si pembuat bahwa 
merugikan Negara atau perekonomian Negara. 
Bahwa perbuatannya secara langsung atau tidak langsung 
merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara harus 
dibuktikan adanya secara objektif.Dalam hal ini hakim kalau perlu dapat 
mendengar saksi ahli atau lebih dari satu orang untuk mengetahui kapan 
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 Ibid., hal.5-6. 
46
 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal.17. 
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ada keadaan yang “merugikan”itu.Dari rumusan ini tampak bahwa delik ini 
merupakan delik materil.47 
b. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi 
Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, 
pertanggungjawaban pidana pada perkara tindakpidana korupsi yaitu: 
1. Korporasi  adalah  kumpulan  orang  dan  atau  kekayaan     
 yang  terorganisasi  baik merupakan badan hukum maupun       
bukan badan hukum. 
2. Pegawai Negeri meliputi : 
a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang tentang Kepegawaian; 
b. Pegawai  negeri  sebagaimana  dimaksud  dalam  Kitab            
Undang-undang  Hukum Pidana; 
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara 
atau daerah; 
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi 
yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; 
atau 
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain 
yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau 
masyarakat. 
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 Ibid., hal. 18. 
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3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk 
korporasi,dari prespketif hukum, tindak pidana korupsi secara 
umum mencakup unsur-unsur sebagai berikut:  
a. Perbuatan melawan hukum;  
b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; 
c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau 
korporasi/perusahaan;  
d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
Sedang jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya: 
a. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)  
b. penggelapan dalam jabatan; pemerasan dalam jabatan;  
c. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai 
negeri/penyelenggara negara);  
d. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara 
negara). 
Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) 
merumuskan: korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud 
dalam ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang tindak pidana korupsi. Dengan perumusan yang 
demikian maka menunjuk pada peraturan perundang-undangan tentang 
tindak pidana korupsi yakni: Undang-undangPemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi yang kini berlaku sebagai hukum positif tentang korupsi. 
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Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang 
merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas 
mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang 
pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan 
umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang 
menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan 
segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana 
acaranya. 
Adapun perbuatan korupsi menurut Undang-
undangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1), (2), dan 
Pasal (3) yaitu sebagai berikut: 
“Tindak Pidana Korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau 
badan hukun yang melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang 
secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau 
perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau 
diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut 
merugikan keuangan Negara”. 
 
Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah korporasi 
sebagai subjek tindak pidana korupsi disamping manusia sebagai 
pemangku hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan 
hukum. 
Korporasi sebagai subjek tindak pidana, sebenarnya merupakan 
akibat perubahan-perubahan dalam masyarakat dalam menjalankan 
aktifitas usaha. Pada masyarakat yang masih sederhana kegiatan usaha 
yang masih dijalankan secara perorangan. Namun dalam perkembangan 
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masyarakat yang tidak lagi sederhana, timbul kebutuhan untuk 
mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan usaha. 
Beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan untuk mengadakan kerja 
sama, antara terhimpun modal yang lebih banyak tergabungnya 
keterampilan dalam suatu usaha jauh lebih baik dibanding suatu usaha 
dijalankan sesorang diri dan mungkin pula atas pertimbangan dapat 
membagi risiko kerugian. 
2. Kejahatan Pencucian Uang (Money laundering) 
 Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak lanjut dari tindak 
pidana korupsi, dimana tindak pidana pencucian uang diperoleh/berasal 
dari hasil korupsi pelaku tindak pidana korupsi.Pada kenyataannya tindak 
pidana pencucian uang tidak selalu dikaitkan dengan korupsi.Menurut 
Jeffrey Robinson dalam tulisannya The Laundryman, para pelaku 
kejahatan di era Al Capone di sekitar Chicago menyamarkan uang hasil 
bisnis mereka dari perjudian, prostitusi, pemerasan dan penjualan gelap 
minuman keras, dengan membuka jasa pencucian atau 
laundry.Penggunaan Istilah money laundering sendiri baru dipakai ketika 
terjadi skandal Watergate tahun 1973.Penggunaan istilah tersebut di 
Pengadilan sendiri baru terjadi pada tahun 1982 di Amerika, yang 
kemudian menyebar luas keseluruh dunia. Indonesia baru memandang 
praktek pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan menetapkan 
sanksi bagi pelakunya adalah ketika diundangkannya UU No 15 Tahun 
2002 tentang Pencucian Uang (UUPU),  kemudian pada tanggal 17 April 
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2002 diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 dan kemudian dicabut dan 
diganti dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.48 
a. Pengertian Kejahatan Pencucian Uang 
Sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
(PPTPPU) yang dimaksud dengan pencucian uang adalah ”segala 
perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan 
ketentuan dalam undang-undang ini”.  
Lebih lanjut dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang 
tersebut dijelaskan sebagai berikut:  
Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah 
harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:  
a. korupsi;  
b. penyuapan;  
c. narkotika;  
d. psikotropika; 
e. penyelundupan tenaga kerja;  
f. penyelundupan migran;  
g. di bidang perbankan;  
h. di bidang pasar modal;  
i. di bidang perasuransian;  
j. kepabeanan;  
k. cukai;  
l. perdagangan orang;  
m. perdagangan senjata gelap;  
n. terorisme;  
o. penculikan;  
p. pencurian;  
q. penggelapan;  
r. penipuan;  
s. pemalsuan uang;  
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t. perjudian;  
u. prostitusi; 
v. di bidang perpajakan;  
w. di bidang kehutanan;  
x. di bidang lingkungan hidup; yaitu di bidang kelautan dan 
perikanan; atau  
y. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 
(empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga 
merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. 
 
Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa harta kekayaan yang diketahui 
atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung 
atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau 
teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf n.  
Jadi dapat disimpulkan bahwa pencucian uang dapat diartikan 
sebagai metode untuk menyembunyikan, memindahkan 
danmenggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi 
tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika dan 
kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.Melihat 
pada definisi di atas, maka pencucian uang pada intinya melibatkan aset 
(pendapatan/kekayaan) yang disamarkan atau disembunyikan asal 
usulnya sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut 
berasal dari kegiatan illegal. Melalui pencucian uang, pendapatan atau 
kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum diubah menjadi 
asset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber sah/legal. 
b. Dasar Hukum Kejahatan Pencucian Uang di Indonesia 
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Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) dijelaskan 
tentang perbuatan, sanksi pidana dan denda dalam tindak pidana 
pencucian uang, yang dituangkan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 10 
sebagai berikut:  
Pasal 3  
Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, 
membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan 
mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta 
kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta 
kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan 
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 
banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
 
Pasal 4  
Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, 
sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan 
yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian 
uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
 
Pasal 5  
(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, 
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, 
penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang 
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 
paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan 
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.  
 
Pasal 6  
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(1)  Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh 
korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau 
personil pengendali korporasi. 
(2)  Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana 
pencucian uang:  
a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali 
korporasi;  
b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan 
korporasi;  
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau 
pemberi perintah; dan  
d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi 
korporasi. 
 
Pasal 7  
(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana 
denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah). 
(2)  Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan 
berupa:  
a. pengumuman putusan hakim;  
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha 
korporasi;  
c. pencabutan izin usaha;  
d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;  
e. perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau  
f. pengambilalihan korporasi oleh negara. 
 
Pasal 8  
Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana 
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, 
pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 
1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. 
 
Pasal 9  
(1) Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda 
tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi 
atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan 
putusan pidana denda yang dijatuhkan.  
(2) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang 
dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, 
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pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil 
pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah 
dibayar. 
 
Pasal 10  
Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan 
percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan 
tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. 
 
Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup 
berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 
tahun, dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan alasan 
putusan kasus tindak pidana korupsi dan berkas-berkas yang diperlukan 
untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian 
ini telah berada di kantor cabang Pt. Bank Mega, tbk wilayah Makassar. 
 
B. Tipe dan Sifat Penelitian 
Tipe penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis 
empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-
ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapannya pada 
peristiwa hukum. 
Sifat penelitian hukumnya adalah deskriptif analitis, yaitu 
mengungkap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
teori-teori hukum dalam masyarakat. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar 
untuk menunjang penelitian ini adalah:  
1. Data Primer, yaitu berupa data originali yang sumbernya 
langsung dari responden dan informan dari hasil penelitian 
secara langsung di lapangan (field research), yang dilakukan 
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melalui wawancara dengan sumber yang memiliki kompetensi 
atas objek penelitian yang dibahas. 
2. Data Sekunder, yaitu sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang 
sudah tersedia di tempat penelitian, yang terdiri dari literatur-
literatur yang berhubungan dengan objek penelitian yang dikaji. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu: 
1. Wawancara (Interview) dengan melakukan tanya jawab 
langsung dengan responden guna mendapatkan data yang 
dibutuhkan. Wawancara dilakukan terhadap Pak Iwan 
Mohammad Taufiq selaku pimpinan cabang PT. Bank Mega, 
Tbk Kantor Cabang  Ternate 
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder dan data 
primer yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 
E. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik secara data primer, sekunder dan tersier, 
dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara normatif 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai 
dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kedudukan Preferensi Bank Selaku Pemegang Hak 
Tanggungan Terhadap Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi 
Lahirnya UUHT didasarkan atas pertimbangan bahwa dengan 
bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada 
bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, 
sehingga memerlukan lembaga jaminan yang kuat dan mampu memberi 
kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat 
mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Dengan adanya kepastian hukum dapat memberikan perlindungan 
hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam UUHT, 
perlindungan kreditor pemegang Hak Tanggungan diimplementasikan 
melalui asas-asas dan ciri-ciri Hak Tanggungan yang tersebar dalam 
pasal-pasal dan penjelasan UUHT. Dalam pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 
ayat (1), telah memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 
pemegangnya (droit de preference), yaitu kreditor pemegang Hak 
Tanggungan. Dalam penjelasan umum angka 4 UUHT dijelaskan bahwa 
yang dimaksud memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor 
tertentu terhadap kreditor-kreditor lain adalah bahwa jika debitor cidera 
janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui 
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pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak 
mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan yang 
diutamakan tersebut sudah tentu tidak mengurangi preferensi piutang-
piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan umum yang berlaku. 
Menurut penulis, dari penjelasan umum angka 4 UUHT tersebut 
dapat diketahui bahwa hak kreditor, yang menjadi pemegang Hak 
Tanggungan tersebut, sekalipun diutamakan terhadap kreditor-kreditor 
lain, tetapi harus mengalah terhadap piutang-piutang Negara. Dengan 
kata lain, hak Negara lebih utama dari kreditor pemegang Hak 
Tanggungan. 
Pasal 1137 KUH Perdata mengatur bahwa hak untuk didahulukan 
kas Negara, kantor lelang dan badan hukum lain yang dibentuk 
pemerintah, yang telah diatur dalam undang-undang khusus. Berpedoman 
pada ketentuan Pasal 1137 KUH Perdata, piutang Negara kedudukannya 
lebih tinggi dari Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam 
penjelasan Umum angka 4 UUHT. 
Pembebanan Hak Tanggungan merupakan jaminan atas tanah 
untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan 
kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain, dalam arti bahwa 
apabila debitor wanprestasi, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak 
menjual dibawah tangan hak atas tanah yang dijadikan jaminan tersebut. 
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Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUHT ditentukan sebagai 
berikut: 
Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: 
a. Hak pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual objek 
Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau 
b. Title eksekutorial terdapat dalam sertifikat Hak Tanggunagn 
sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2), objek Hak 
Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara 
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk 
pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan Hak 
mendahulu daripada kreditor-kreditor lainnya. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Iwan 
Mohammad Taufiq selaku pimpinan cabang PT. Bank Mega, Tbk Kantor  
Cabang  Ternate, PT. Bank Mega mempunyai hak yang diutamakan 
karena memiliki hak preferen dalam bentuk Hak Tanggungan. Hak 
Tanggungan tersebut digunakan sebagai jaminan atas pinjaman kredit 
yang telah dilakukan oleh Shanti Haeruddin selaku debitor.Dengan 
disitanya objek jaminan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang telah 
dibebankan hak Tanggungan yang terkait dengan putusan perkara Pidana 
No. 162/Pen.Pid/2009/PN.Tte PT. Bank Mega, Tbk tidak mempunyai 
jaminan pelunasan utang atas pinjaman kredit yang telah diberikan 
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kepada debitor Shanti Haeruddin.49 Namun menurut penjelasan umum 
angka 4 UUHT dan Pasal 1137 KUH Perdata, kedudukan kreditor 
pemegang Hak Tanggungan tidak mengurangi preferensi piutang-piutang 
Negara atau hak-hak yang berkaitan dengan kas Negara oleh sebab itu, 
maka PT. Bank Mega, Tbk melakukan gugatan perdata atas putusan 
perkara Pidana No. 162/Pen.Pid/2009/PN.Tte, untuk memperjuangkan 
haknya sebagai pemegang jaminan Hak Tanggungan dari debitor Shanti 
Haeruddin. 
 
B. Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan 
Terhadap Objek Jaminan yang Dirampas oleh Negara dalam 
Tindak Pidana Korupsi 
 Di dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan diantara 
warganya. Kepentingan tersebut ada yang sesuai tetapi ada pula yang 
tidak sesuai/bertentangan satu sama lain. Apabila terjadi dua atau lebih 
kepentingan yang saling bertentangan, terjadilah konflik 
kepentingan.Dalam masyarakat terdapat dua kepentingan yaitu 
kepentingan umum atau disebut kepentingan publik dan kepentingan 
perseorangan atau disebut kepentingan privat. Apabila terjadi benturan 
antara dua kepentingan tersebut, maka hukum akan berfungsi untuk 
menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat. 
                                                             
49
 Iwan Mohammad Taufiq, Kepala Cabang PT. Bank Mega, tbk cabang Ternate, 
Wawancara Pribadi, Makassar, 21 Oktober 2013, pukul 10.00. 
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 Apabila terjadi konflik/pertentangan hukum yang menimbulkan 
akibat hukum dalam hal ini kerugian, maka pihak yang menimbulkan 
kerugian atau yang menderita kerugian mempunyai hak untuk 
memberikan atau mendapatkan ganti rugi.Para pihak mempunyai hak 
untuk mempertahankan hak-haknya.Perbuatan atau tindakan untuk 
mempertahankan hak itulah yang disebut upaya hukum. 
 Upaya hukum dapat dibedakan kedalam upaya hukum menurut 
teori dan upaya hukum dalam arti formil.Upaya hukum menurut teori 
adalah hal atau tindakan yang dapat ditempuh/dipilih oleh subjek hukum 
apabila merasa dirugikan. Sedangkan upaya hukum dalam arti formil 
adalah sarana atau alat yang disediakan oleh hukum yang akan dipilih 
oleh subjek hukum yang merasa dirugikan oleh subjek hukum lain. 
 Upaya hukum ini dapat dilakukan melalui litigasi (di dalam 
pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan) yaitu penyelesaian secara 
baik-baik (amicable settlement).Upaya hukum dalam litigasi yaitu upaya 
hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa 
(Peninjauan kembali).Sedangkan upaya hukum dalam non litigasi adalah 
penyelesaian secara baik-baik (amicable settlement), musyawarah, 
mediasi dan arbitrase. 
1. Upaya Hukum Litigasi 
Perampasan dalam kasus tindak pidana korupsi terhadap barang 
barang yang sementara dalam Hak Tanggungan sebagaimana disebut di 
atas, pihak Kreditor (PT. Bank Mega, Tbk) dapat melakukan upaya hukum 
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melalui litigasi dengan cara melakukan perlawanan terhadap putusan 
tersebut, juga dapat melakukan upaya perlawan eksekusi terhadap 
eksekusi yang dilakukan oleh kejaksaan. Dalam pasal 19 ayat (2) Undang-
Undang Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa dalam hal putusan 
pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) termasuk juga barang 
pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut 
dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang 
bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan 
pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Dari ketentuan 
pasal tersebut telah memberikan ruang kepada pihak ketiga yang beritikad 
baik untuk mengajukan surat keberatan tetapi pengajuan surat keberatan 
tersebut berdasarkan Pasal 19 ayat (3) tidak menangguhkan atau 
menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. 
Proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan negeri sampai 
adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van 
gewijsde) biasanya melalui 3 tingkatan peradilan yaitu: Pengadilan Negeri 
selaku peradilan pertama, Pengadilan Tinggi selaku peradilan tingkat 
banding dan Mahkamah Agung (Kasasi dan Peninjauan Kembali). 
2. Upaya Hukum Non Litigasi 
Upaya hukum non litigasi dapat berupa penyelesaian secara baik-
baik (amicable settlement), musyawarah, mediasi dan arbitrase. 
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a. Penyelesaian Secara Baik-Baik (Amicable Setellement) 
Prinsip penyelesaian secara baik-baik (amicable settlement) adalah 
cara penyelesaian yang dapat ditempuh oleh debitor dengan cara 
menyerahkan jaminannya secara sukarela kepada bank atau menjual 
sendiri jaminannya dengan persetujuan bank untuk melunasi utangnya. 
Upaya penyelesaian ini tentunya lebih menguntungkan pihak debitor 
maupun kreditor karena penyelesian atau pelunasan utang debitor dapat 
lebih cepat, lebih efektif  dan lebih  efisien. 
b. Musyawarah 
Prinsip penyelesaian secara musyawarah mufakat merupakan 
alternative pertama yang harus ditempuh oleh para pihak sebelum 
menempuh upaya lain. Ada beberapa alasan kenapa penyelesaian 
sengketa secara musyawarah merupakan jalan terbaik penyelesaian 
sengketa, antara lain: 
- Proses musyawarah merupakan cara yang paling simple karena 
tidak perlu melibatkan pihak ketiga; 
- Proses musyawarah tidak memerlukan biaya; 
- Proses penyelesaian cepat dan sederhana; 
- Cara penyelesaian dapat disesuaikan dengan kemauan para 
pihak; 
- Penyelesaian secara musyawarah dapat menjaga hubungan 
baik diantara para pihak. 
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c. Mediasi 
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu 
oleh mediator. Kesepakatan damai yang dihasilkan dari proses mediasi 
kemudian akan dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang mengandung 
kekuatan eksekutorial (executorial kracht) sebagaimana putusan hakim 
yang telah berkekuatan hukum tetap, bahkan menurut Pasal 1 angka 2 
Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
menyatakan bahwa akta perdamaian tidak tunduk pada upaya 
hukumbiasa maupun luar biasa. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar 
hasil kesepakatan yang telah dibuat memiliki kekuatan hukum yang 
mengikat dan bersifat menyelesaikan sengketa secara tuntas. 
d. Arbitrase 
Proses penyelesaian menurut forum arbitrase diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 menyebutkan 
bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sistem penyelesaian 
melalui forum arbitrase hanya pada sengketa-sengketa perdagangan dan 
mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan 
dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan sengketa yang 
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menurut sifatnya tidak bias diperdamaikan, tidak dapat diselesaikan 
melalui arbitrase. 
Arbitrase merupakan bagian dari “kompetensi absolut” karena 
sifatnya memaksa.Jika dalam akta perjanjian para pihak telah ditentukan 
bahwa penyelesaian sengketanya melalui arbitrase, maka pengadilan 
negeri tidak berwenang untuk mengadilinya.Oleh karena sifatnya absolut, 
maka jika dalam suatu perkara yang diajukan ke pengadilan negeri 
mengandung klausul arbitrase, maka hakim tanpa harus adanya eksepsi 
(keberatan dari pihak tergugat), hakim wajib untuk menyatakan bahwa 
pengadilan tidak berwenang mengadilinya. 
Dari keempat  macam upaya hukum secara non litigasi di atas 
pihak kreditor (PT. Bank Mega, Tbk) hanya dapat menempuh  upaya 
hukum secara musyawarah dan mediasi.Upaya hukum berupa arbitrase 
dalam kasus tersebut tidak bisa digunakan karena penggunaan forum 
arbitrase hanya untuk dilakukan apabila telah diperjanjikan sebelumnya 
sebagaimana uraian diatas. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pak Iwan 
Mohammad Taufiq selaku Pimpinan cabang PT. Bank Mega, Tbk Kantor 
Cabang Ternate, dengan adanya Putusan Pidana 
No.162/Pen.Pid/2009/PN.Tte, pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara 
menemui pihak PT. Bank Mega, Tbk untuk meminta dokumen Sertifikat 
Hak Tanggungan milik debitor Shanti Haeruddin dalam tugasnya 
melakukan eksekusi atas seluruh aset terdakwa tindak pidana korupsi 
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Chairul Anthonius Bija beserta istrinya Shanti Haeruddin. PT. Bank Mega, 
Tbk tentunya tidak mau menyerahkan dokumen tersebut karena apabila 
dokumen tersebut diserahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi Maluku maka 
pihak PT. Bank Mega, Tbk tidak mempunyai jaminan atas pelunasan 
pinjaman kredit yang dilakukan oleh debitor Shanti Haeruddin nantinya. 
Maka dari itu PT. Bank Mega, Tbk memberikan jawaban kepada pihak 
Kejaksaan Tinggi bahwa dokumen Sertifikat Hak Tanggungan dimaksud 
telah dikirim ke kantor pusat yang berkedudukan di Jakarta. Namun 
demikian, tanpa dokumen Sertifikat Hak Tanggungan dari pihak PT. Bank 
Mega, Tbk Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tetap melakukan penyitaan 
terhadap objek dari aset yang terkait Tindak Pidana Korupsi.50 
Pak Iwan Mohammmad Taufiq dalam keterangannya,  juga 
menambahkan bahwa pihak PT. Bank Mega, Tbk demi mempertahankan  
apa yang menjadi haknya menempuh upaya hukum melalui Litigasi 
dengan mengalihkan gugatan pidana ke gugatan perdata kepada 
Pengadilan Negeri Maluku dan memohon kepada Pengadilan Negeri 
Maluku untuk mengeluarkan objek sitaan atas nama Shanti Haeruddin 
yaitu; 
1. Sebuah Ruko dengan SHBG No.62 Kelurahan Gamalama, 
Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku 
Utara, Surat Ukur No.19/2005 tanggal 31 Maret 2005, seluas 
112 M2 atas nama SHANTI HAERUDDIN ; 
                                                             
50
 Iwan Mohammad Taufiq, Kepala Cabang PT. Bank Mega, tbk cabang Ternate, 
Wawancara Pribadi, Makassar, 21 Oktober 2013, pukul 10.00 Wita. 
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2. SHBG No.66 Kelurahan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, 
Propinsi Maluku Utara, Surat Ukur No. 17 tanggal 31 Maret 
2005, seluas 112 M2 atas Nama SHANTI HAERUDDIN; 
3. SHBG No.75 Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate 
Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, Surat No. 18 
tanggal 31 Maret 2005, seluas 112 M2 atas nama SHANTI 
HAERUDDIN; 
(Yang selanjutnya disebut sebagai objek jaminan) 
Dengan dalil bahwa objek yang disita oleh Kejaksaan Tinggi 
Maluku tersebut bukanlah merupakan hasil dari Kejahatan 
Korupsi suami debitor, melainkan murni aset dari usaha yang 
dimiliki istrinya yang kemudian pembiayaannya melalui fasilitas 
kredit dari PT.Bank Mega, Tbk. Gugatan perdata No. 
06/Pdt.G/2010/PN-Tte tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maluku Utara,  dalam pokok 
perkara bahwa pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah 
melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyatakan 
objek jaminan telah tersita sementara itu pada kenyataannya 
pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tidak pernah melakukan 
penyitaan terhadap objek jaminan, menyatakan sita atas objek 
jaminan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri Ternate No. 
162/Pen.Pid/2009/PN.Tte tidak pernah ada, menyatakan objek 
jaminan dikeluarkan sebagai barang bukti yang dirampas untuk 
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Negara dalam perkara pidana No. 158/Pid. Sus/2009/ PN-Tte, 
menyatakan sah secara hukum objek jaminan kepada 
penggugat, menyatakan sah secara hukum akta perjanjian 
kredit No. 6 tanggal 02 Juli 2008 berikut penambahan, 
perubahan dan perpanjangannya dan menyatakan sah secara 
hukum sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) 
terhadap objek jaminan. 
 Penulis sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Maluku Utara yang mengabulkan untuk sebagian permohonan 
penggugat (PT. Bank Mega, tbk) dengan mengacu pada dalil penggugat 
yang menyatakan bahwa penggugat telah melakukan pengecekan 
terhadap keabsahan dan status kepemilikan objek jaminan tersebut ke 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Ternate dan telah dipastikan 
bahwa objek jaminan adalah sah milik Shanti Haeruddin dan tidak tercatat 
adanya beban sita maupun pembebanan Hak Tanggungan diatasnya oleh 
pihak lain. Oleh karena itu objek jaminan tersebut telah didaftarkan oleh 
penggugat pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Ternate pada 
tanggal 8 Juli 2008 sehingga tercatat nama yang berhak sebagai 
pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) adalah PT. Bank 
Mega, tbk. Setelah BPN Kota Ternate menerbitkan Sertifikat Hak 
Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Mega, tbk maka PT. 
Bank Mega,  tbk sebagai pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama 
mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan apabila debitor 
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cidera janji dan walaupun objek Hak Tanggungan tersebut sudah 
berpindah dan menjadi milik pihak lain, Pemegang Hak Tanggungan 
masih tetap dapat menggunakan haknya untuk melakukan eksekusi 
apabila debitor cidera janji. 
Hal tersebut telah sesuai dengan: 
Pasal 6 UUHT: 
Apabila denitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama 
mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas 
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. 
 
Pasal 7 UUHT: 
Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun 
objek tersebut berada. 
 
Pasal 13 ayat (1) UUHT: 
Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor 
Pertanahan. 
 
 Menurut analisis penulis, dengan telah didaftarkannya ketiga objek 
jaminan ke Badan Pertanahan Negara (BPN), pihak PT. Bank Mega, tbk  
sebagai pemegang sertifikat Hak Tanggungan atas ketiga objek jaminan 
secara sah dinyatakan sebagai Pemegang Hak Tanggungan Tingkat I 
(Pertama) atas ketiga objek jaminan tersebut, serta memiliki hak untuk 
menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri, tetapi dengan 
disitanya objek jaminan oleh pihak Kejaksaan Tinggi maka hal ini tentunya 
bertentangan dengan asas Hak Tanggungan bahwa Hak Tanggungan 
didalam pelaksanaan eksekusinya adalah mudah dan  pasti. Maka dari itu 
pihak PT. Bank Mega, tbk megajukan gugatan ke Pengadilan Negeri 
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Maluku untuk memperjuangkan haknya selaku pemegang Hak 
Tanggungan Peringkat I (Pertama) atas ketiga objek jaminan yang disita. 
Setelah keluarnya putusan Pengadilan Negeri Maluku Utara, pihak 
Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang ditunjuk sebagai juru sita dalam 
kasus pidana Chairul Anthonius Bija merasa keberatan atas putusan 
tersebut yang telah mengabulkan untuk sebagian permohonan pihak PT. 
Bank Mega, Tbk. Pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara kemudian 
melakukan upaya hukum banding atas putusan No. 06/Pdt.G/2010/PN-
Tte, namun hasil putusan banding Pengadilan Tinggi Ternate menguatkan 
putusan Pengadilan Negeri Ternate  No. 06/Pdt.G/2010/PN-Tte dengan 
tambahan pertimbangan bahwa dari surat-surat bukti dari pihak PT. Bank 
Mega, tbk berupa salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 
243/VII/2008 Tanggal 02 Juli 2008 dibuat oleh Muhammad Anshar A. 
Basinu, S.H., PPAT di Ternate terbukti pada tanggal 02 Juli 2008 terhadap 
ketiga ruko yang telah menjadi objek sengketa, telah dijadikan jaminan 
oleh Shanti Haeruddin yang telah memperoleh kuasa dari suaminya yaitu 
Chairul Anthonius Bija kepada PT. Bank Mega, tbk, yang selanjutnya telah 
pula didaftarkan Hak Tanggungan kepada Badan Pertanahan Nasional 
kota Ternate sedangkan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara baru melakukan 
penyitaan objek Sengketa tanggal 02 Juli 2009. 
Penulis sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan 
Tinggi Maluku Utara yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri 
Maluku Utara. 
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Hal tersebut telah sesuai dengan: 
Pasal 13 UUHT: 
1) Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor 
Pertanahan. 
2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah 
penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib 
mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang 
bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor 
Pertanahan. 
3) Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan 
buku-tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku-
tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan 
serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah 
yang bersangkutan. 
4) Tanggal buku-tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan 
secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya 
dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku-tanah yang 
bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya. 
5) Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku-tanah Hak 
Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
 
Penjelasan Pasal 13 UUHT: 
Ayat (1) Salah satu asas Hak Tanggungan adalah asas 
publisitas.Oleh karena itu didaftarkannya pemberian 
Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk 
lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya 
Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga. 
Ayat (2)  Dengan pengiriman oleh PPAT berarti akta dan warkah 
lain yang diperlukan itu disampaikan ke Kantor 
Pertanahan melalui petugasnya atau dikirim melalui pos 
tercatat. PPAT wajib menggunakan cara yang paling 
baik dan ama dengan memperhatikan kondisi daerah 
dan fasilitas yang ada, serta selalu berpedoman pada 
tujuan untuk didaftarnya Hak Tanggungan itu secepat 
mungkin. Warkah lain yang dimaksud pada ayat ini 
meliputi surat-surat bukti yang berkaitan dengan obyek 
Hak Tanggungan dan identitas pihak-pihak yang 
bersangkutan, termasuk di dalamnya sertipikat hak atas 
tanah dan/atau surat-surat keterangan mengenai obyek 
hak Tanggungan. PPAT wajib melaksanakan ketentuan 
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pada ayat ini karena jabatannya. Sanksi atas 
pelanggarannya akan ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan yang mengatur jabatan PPAT. 
Ayat (3)  Cukup jelas  
Ayat (4)  Agar pembuatan buku-tanah Hak Tanggungan tersebut 
tidak berlarut-larut sehingga dapat merugikan pihak-
pihak yang berkepentingan dan mengurangi jaminan 
kepastian hukum, ayat ini menetapkan satu tanggal 
yang pasti sebagai tanggal buku-tanah itu, yaitu tanggal 
hari ketujuh dihitung dari hari dipenuhinya persyaratan 
berupa surat-surat untuk pendaftaran secara lengkap. 
Ayat (5) Dengan dibuatnya buku tanah Hak Tanggungan, asas 
publisitas terpenuhi dan Hak Tanggungan itu mengikat 
juga pihak ketiga. 
 
Menurut analisis penulis, pada Pasal 13 telah dijelaskan tata cara 
pendaftaran hak tanggungan yang ayat-ayatnya telah diperjelas pada 
penjelasan UUHT. Pada penjelasan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) 
dijelaskan bahwa suatu objek yang akan didaftarkan pembebanan Hak 
Tanggungan, sebelumnya harus dilakukan pemeriksaan terhadap objek 
yang akan dijaminkan tersebut. Pemerikasaan ini meliputi kondisi daerah 
dan fasilitas yang ada di sekitar objek jaminan, maupun surat-surat bukti 
yang berkaitan dengan objek hak tanggungan, identitas pihak yang 
bersangkutan, sertifikat hak atas tanah dan/atau surat-surat keterangan 
mengenai objek hak tanggungan.Surat-surat keterangan mengenai objek 
hak tanggungan yang dimaksud yaitu apakah objek hak tanggungan 
tersebut terbebani sebagai objek sitaan sengketa lainnya atau tidak. PT. 
Bank Mega, tbk telah melakukan pemeriksaan terhadap ketiga objek 
jaminan tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ternate 
dan hasil dari pemeriksaan tersebut  telah diketahui bahwa ketiga objek 
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jaminan tersebut tidak tercatat adanya beban sita maupun pembebanan 
Hak Tanggungan diatasnya oleh pihak lain. Maka sesuai dengan Pasal 13 
ayat (1) dan ayat (3) UUHT PT Bank Mega, tbk mendaftarkan ketiga objek 
jaminan tersebut pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ternate 
sebagai objek yang dibebankan hak tanggungan. Kemudian berdasarkan 
Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5), dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah 
didaftarkannya ketiga objek jaminan tersebut oleh PT Bank Mega, tbk, 
maka lahirlah Hak Tanggungan beserta sertfikat Hak Tanggungan atas 
ketiga objek tersebut dengan PT Bank Mega, tbk sebagai Pemegang Hak 
Tanggungan Peringkat I (Pertama) yaitu pada tanggal 02 Juli 2008. Pihak 
PT Bank Mega, tbk berhak atas ketiga objek jaminan tersebut karena 
tanggal lahirnya pembebanan Hak Tanggungan atas ketiga objek jaminan 
tersebut lebih dahulu lahir yaitu tanggal 02 Juli 2008 dari pada tanggal 
lahirnya ketiga objek jaminan tersebut sebagai objek sita dari tindak 
pidana korupsi Chairul Antonius Bija selaku suami dari Shanti Chaeruddin 
yang merupakan debitor dari PT Bank Mega, tbk. Dengan penjelasan 
tersebut maka penulis sependapat dengan pertimbangan Hakim 
Pengadilan Tinggi dari putusan banding No. 20/PDT/2010/PT.MALUT, 
karena  telah sesuai dengan undang-undang. 
Kemudian Kejaksaan Tinggi Maluku Utara kembali melakukan 
perlawanan melalui upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1731 K/Pdt/2011 menyatakan menolak 
permohonan kasasi dari pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Dengan 
pertimbangan Majelis Hakim bahwa suatu objek sengketa dalam perkara a 
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quo yang telah dibebankan hak tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak 
Tanggungan menjadi hak utama bagi pemegang hak tanggungan untuk 
dijadikan pelunasan kewajiban hukum debitor, oleh karena hak debitor 
atas objek jaminan yang telah dibebankan hak tanggungan dipandang 
secara hukum telah berpindah kepada pemegang hak tanggungan 
(kreditor). Oleh karena itu kreditor mempunyai hak utama (preferensi) dan 
hak istimewa atas penjualan objek hak tanggungan yang akan digunakan 
untuk pelunasan kewajiban utang debitor sehingga  harus dilindungi oleh 
hukum. 
Dengan demikian objek sitaan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang 
sebelumnya dinyatakan disita dan dirampas untuk mengganti kerugian 
Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 
162/Pen.Pid/2009/PN-Tte tetap dikeluarkan dari perkara pidana a quo  
dan dikembalikan pada kedudukan semula yaitu sebagai objek jaminan 
debitor atas nama Shanti Haeruddin pada pihak PT. Bank Mega, Tbk. 
Penulis sependapat dengan putusan Mahkamah Agung.Hal 
tersebut telah sesuai dengan Asas Hak Tanggungan yaitu Asas hak 
didahulukan (preference), (Penjelasan Umum angka 3 a junto angka 4, 
Pasal 5 UUHT).Kreditor pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak 
yang diutamakan (droit de preference) untuk dipenuhi.Dengan adanya hak 
preferen tersebut, kreditor mempunyai hak istimewa atas penjualan objek 
hak tanggungan untuk pelunasan kewajiban hukum debitor adalah harus 
dilindungi oleh hukum. 
  
70 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang 
tetap (inkracht van gewijsde) berupa perampasan terhadap barang-
barang yang terindikasi diperoleh dari hasil korupsi yang sementara 
terbebani hak tanggungan, memberi konsekuensi yang merugikan 
terhadap PT. Bank Mega, Tbk (Kreditor) sebagai pemegang Hak 
Tanggungan. Dengan adanya perampasan tersebut hak-hak dari 
PT. Bank Mega, Tbk berupa preferensi pelunasan piutangnya telah 
diabaikan. Dalam kasus tersebut mengindikasikan bahwa UUHT 
tidak memberikan kepastian hukum dalam memberi perlindungan 
terhadap kreditor pemegang Hak Tanggungan apabila berhadapan 
dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi.Terjadinya konflik kepentingan antara kepentingan Negara 
dan kepentingan kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan lebih 
menempatkan kepentingan Negara untukdidahulukan. Akan tetapi 
dalam kasus ini PT Bank Mega, tbk sebagai kreditor pemegang hak 
tanggungan tetap memiliki haknya atas objek jaminan yang 
dirampas oleh negara. 
2. Kreditor pemegang Hak Tanggungan sebagai pihak yang dirugikan 
dengan adanya perampasan terhadap objek Hak Tanggungan yang 
terbukti dari hasil korupsi dapat melakukan upaya-upaya hukum, 
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baik upaya hukum melalui pengadilan (litigasi) berupa perlawanan 
terhadap putusan pengadilan atau mengajukan gugatan kepada 
debitor berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata. Di lain pihak, upaya 
hukum diluar pengadilan (non litigasi) dapat ditempuh dengan 
upaya penyelesaian secara baik-baik (amicable settlement), melalui 
musyawarah, mediasi dan arbitrase. Dalam kasus ini PT. Bank 
Mega, Tbk menempuh upaya hukum litigasi dengan pertimbangan 
besarnya jumlah utang yang harus dilunasi oleh debitor. 
 
B. Saran 
1. Sebaiknya di dalam perjanjian utang piutang/perjanjian kredit 
dicantumkan klausula bahwa apabila jaminan yang diberikan oleh 
debitor kemudian tersangkut dalam suatu masalah hukum tindak 
pidana korupsi, maka debitor bersedia untuk mengganti jaminan 
yang diberikannya  dengan jaminan lain yang nilainya sama dengan 
jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan; 
2. Apabila terdapat kasus serupa kelak, merujuk pada pasal 19 ayat 
(2) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa 
dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
(1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, 
maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan 
kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 
2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang 
terbuka untuk umum. Dari ketentuan pasal tersebut telah 
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memberikan ruang kepada pihak ketiga yang beritikad baik untuk 
mengajukan surat keberatan tetapi pengajuan surat keberatan 
tersebut berdasarkan Pasal 19 ayat (3) tidak menangguhkan atau 
menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Apabila di dalam 
proses pengajuan keberatan pihak ketiga dinyatakan secara sah 
mempunyai hak atas objek yang disita terkait Tindak Pidana 
Korupsi, sebaiknya diberikan kewenangan untuk memperoleh 
haknya tanpa perlu dipersulit oleh pihak-pihak tertentu. 
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